
BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Upah

Secara alamiah, manusia akan terdorong untuk mencurahkan tenaga guna

menghasilkan harta yang bisa digunakan untuk kelangsungan hidupnya,

sementara itu kebutuhan manusia sangat beragam dan tidak mungkin terpenuhi

dengan mengisolasi diri dari sesamanya. Oleh karena itu, wajar bila dalam hidup

bermasyarakat terjadi transaksi dan interaksi pemenuhan kebutuhan itu.

Di samping kebutuhan akan materi, manusia juga dihadapkan pada

kebutuhan jasa, disinilah keseimbangan terjadi, sementara orang mengerahkan

tenaga untuk menghasilkan harta, orang lain membutuhkan jasa tenaga mereka.

Dalam transaksi pertukaran pemenuhan kebutuhan inilah dikenal adanya upah.

Dalam bahasa Arab, upah disebut أ جرة atau merupakan bentuk ,أجر

masdar dari kata kerja یأجر-أجر  yang berarti memberi hadiah atau upah atas

sebuah pekerjaan.13

Pengertian upah dalam istilah Fiqh tidaklah jauh dari maknanya secara

bahasa, dalam konteks akad jasa ini, upah dapat didefinisikan sebagai harta yang

harus dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi

kekayaan.14

Upah dalam Islam masuk juga dalam bab ijarah sebagaimana perjanjian

13Al-Munawir, Kamus Arab-Indonesia, Ahmad Warson Munawwir, Edisi II (Surabaya:
Pustaka Progesif, 1997), hlm. 9. Lihat Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh ‘A’a al-Mazahib al-
Arba’ah (Beirut: Dar al Fikir, 2003)., h. 71

14Afzalurrahman, Muhammad Sebagai Pedagang, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumy,
2000), h. 395
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kerja, menurut bahasa ijarah berarti “upah” atau “ganti” atau imbalan, karena itu

lafadz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan

sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu

aktifitas.15

Syarat dan rukun al- ijarah menurut ulama ada 4 yaitu:

1. Orang yang berakad yakni mu’ jir dan musta’jir

2. Sewa/imbalan/upah secara alami setiap orang akan terdorong untuk

mencurahkan tenaganya untuk menghasilkan harta yang bisa dipergunakan

untuk menyambung hidupnya, oleh karena itu wajar apabila dalam

hidupnya seseorang terjadi saling tukar menukar hasil tenaganya dengan

orang lain dan suatu hal yang wajar apabila upah akan menjadi salah satu

rukun ijarah

3. Adanya manfaat/jasa dari akad ijarah tersebut

4. Sighat (ijab dan qabul) mu’jir dan. musta’jir.16

Dalam pembahasan kali ini yang diuraikan adalah al-ujrah yang terkait

dengan upah kerja, jadi yang di maksud al-ujrah adalah pembayaran (upah kerja)

yang diterima pekeja selama ia melakukan pekerjaan Pengertian upah dalarn

karnus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai

pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk

mengadakan sesuatu.17

Upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi

kekayaan, seperti factor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas

15Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Salemba Empat, 2001), h. 30
16Heri Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, (Yogyakarta: WdiA Pr6§s, 1996), h. 422
17Departemen pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1108
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jasanya, dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya

dalam produksi.18

Upah adalah segala macam bentuk penghasilan (earning) yang diterima

buruh (tenaga kerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu

tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.19

Sedangkan upah dalam undang-undang RI no 13 tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalani bentuk

uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau

buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menuntut suatu perjanjian kerja,

kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja

atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah

dilakukan.20

Dalam fiqh muamalah pelaksanaan upah termasuk dalam bab ijarah, pada

garis besarnya adalah ujrah terdiri atas:21

1. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti

rumah, pakaian dan lain-lain.

2. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang,

seperti seorang pelayan jenis pertama mengarah kepada sewa menyewa

dan yang kedua lebih menuju kepada ketenagakerjaan.22

18Zainal Asikin dkk, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: Salemba Empat, 2001),
h.68

19Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam jilid 2, (Yogyakarta: Media Press, 1996), h. 361
20Undang-Undang RI no 13 Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, h. 4
21Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 115
22Wahbah al-Zuhayli, al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu juz IV, (Beirut: Dar al Fikr, 2003),

h. 3 811
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Upah mengupah bisa disebut juga dengan ijarah ‘ala al-a’mal yakni jual

beli jasa yang biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian,

membangun rumah, dan lainnya. Menurut Ulama Hanafi dan Maliki kewajiban

upah berdasarkan tiga perkara, yaitu:

1. Mensyaratkan upah untuk dipereepat dalam akad

2. Mempercepat tanpa adanya syarat

3. Membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit jika dua orang

akadbersepakat untuk mengakhirkan upah hal itu dibolehkan.

Dari definisi diatas, bahwasannya ijarah merupakan transaksi atas suatu

manfaat sumber daya manusia yang lazim disebut perburuhan (upah kerja),

adapun dasar hukum yang berkaitan dengan upah pekerja sebagaimana dalam

dasar hukum diatas juga disebutkan diantaranya surat at-Talaq ayat 6 tentang

memberi upah karena menyusui anak.










Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka
untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang
sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka
nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan
(anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya,
dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik;
dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh
menyusukan (anak itu) untuknya.”23

Dengan persyaratan obyek ijarah diatas maka Islam juga mengatur Upah

23Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 948
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persyaratan yang berkaitan dengan ujrah (upah) sebagai berikut:

1. Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus

dinyatakan secara jelas, karena akan mengandung unsur jihalah

(ketidakjelasan) hal itu sudah menjadi kesepakatan ulama’ akan tetapi

ulama Malikiyah merietapkan keabsahaui ijardh tersebut sepanjang ukuran

upah yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.

2. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya, mengupah suatu pekerjaan

yang serupa, seperti menyewa tempat tinggal, pelayan dengan pelayanan,

hal itu menurut Hanafi hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan pada

praktek riba.

Berdasarkan uraian tersebut, para Ulama fiqh membolehkan mengambil

upah sebagai imbalan dari pekerjaannya, karena hal itu merupakan hak dari

pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima.24

Oari nash-nash tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian

perburuhan dengan menggunakan tenaga manusia untuk melakukan suatu

pekerjaan dibenarkan dalam Islam. Dengan kata lain pelaksanaan pemberian upah

(upah kerja) yang merupakan ijarah dalam hukumIslam. 25

Pendapat Ibnu Taimiyah, bahwa konsep tentang upah tidak lepas dari

harga yang adil, dalam pembahasannya ia mengatakan bahwa harga yang adil dan

upah yang adil cukup terperinci, pemikirannya menghubungkan antara tingkat

upah yang setara (ujrah al-misli) sebagai harga prinsip dasar yang digunakan

24Gufron A. Mas’adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2007). h.187

25Ahmad Azhar Basyir, Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah, (Yogyakarta:
Media Press, 1996), h. 25
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untuk meninjaunya adalah definisi sepenuhnya atas kualitas dan kuantitas, upah

dan harga keadaannya tak menentu dan tidak dapat dipertimbangkan. Upah yang

setara diatur menggunakan aturan yang sama dengan harga yang setara, dapat

disimpulkan bahwa penghasilan dari upah dalam kondisi normal ditentukan oleh

tawar-menawar kedua belah pihak.26

Hal tersebut diatas dijelaskan bahwa ujrah al-misli (upah yang sepadan)

ditentukan oleh jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah

pihak pada saat pembelian jasa, tujuan dasarnya adalah untuk menjaga

kepentingan kedua belah pihak, pemberi kerja dan pekerja terpelihara dari

eksploitasi satu sama lain, dengan begitu jika ingin menetapkan tarif upah atas

kedua belah pihak melakukan transaksi pembelian jasa, tetapi belum menentukan

jumlah upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar

sesuai dengan pekejaannya. 27

Tujuan ditetapkan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga

kepentingan kedua belah pihak baik pekerja maupun pengusaha dan

menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi bisnis, dengan

demikian melalui tarif upah yang sepadan setiap perselisihan yang terjadi dalam

transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil. Dapat disimpulkan

bahwa penghasilan dari upah dalam kondisi normal ditentukan oleh tawar

menawar kedua belah pihak yaitu antara pemberi kerja dan penerima kerja.28

Apabila upahnya belum jelas tetapi transaksi ijarah tersebut sudah

26A.A Islahi, Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004),
h. 93

27M. Arsikal, Etika Intervensi NegaraPerpsektif Etika Politik Ibnu Taimiyah,
(Yogyakarta: Media Press, 2000), h. 100

28A.A. Islahi, OP., Cit, h. 98
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berlangsung, maka transaksi tersebut tetap sah, dan apabila di kemudian hari

terjadi perselisihan tentang kadar upahnya, maka bisa dikembalikan kepada upah

sepadan (ujrah al-misli), oleh karena itu upah bisa diklasifikasikan menjadi dua

yaitu:

Pertama: upah yang sepadan (ujrah al-misli)

Kedua: upah yang telah disebutkan (ujrah al-musamma)

Upah yang telah disebutkan (ujrah al- musamma) itu syaratnya ketika

disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang

sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut, seperti halnya syarat yang

telah disebutkan diatas, sedangkan upah yang sepadan (ujrah al-misli) adalah

upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya,

apabila akad ijarahnya telah menyebutkan hasil pekerjaannya.29

Dalam konteks di Negara kita upah yang sepadan (ujrah al-misli) itu sama

dengan UMR/UMP, yakni upah minimum yang berlaku untuk semua perusahaan

dalam daerah tertentu, upah minimum regional (UMR/UMP) di setiap daerah

besarnya berbeda-beda yang didasarkan pada indeks harga konsumen, kebutuhan

fisik minimum, perluasan kesempatan kerja. Upah pada umumnya yang berlaku

secara regional dipengaruhi oleh tingkat perkembangan-perusahaan, tingkat

perkembangan perekonomian regional yang berlaku di daerah tersebut.

Taqiyyudin an-Nabhani dalam bukunya “pemerintah berhak memaksa

pihak-pihak yang bergerak di bidang produksi jika masyarakat membutuhkan jasa

mereka, seperti petani Orodusen padi), penjahit (produsen sandang), dan tukang

29Taqiyudin An-Nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam,
(Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), h. 103
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bangunan (produsen papan) untuk menjual jasa mereka dengan menerima

sejumlah upah yang sepadan (ujrah al-misli).30

Yusuf Qardhawi, berpendapat bahwa penetapan upah kaum buruh harus

adanya campur tangan negara, tugas negara menurut Islam tidak hanya terbatas

pada kewajiban menjaga keamanan dalam negeri akan tetapi tugas tersebut harus

menyeluruh yang bertujuan meniadakan kezaliman, menegakkan keadilan dan

menghindari permusuhan, sehingga akan menjamin keselamatan semua warga

masyarakat dan terwujudnya prinsip saling tolong-menolong.

Dalil-dalil sebagai alasan diantaranya adalah:

a. Tanggung jawab negara yang dalarn sistem Islam berada di tangan seorang

imam, adalah tanggung jawab yang mutlak, sebagaimana dalam sabda

nabi saw:

رَعِیَّتھِِ فاَ و لٌ عَنْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبيَِّ صَلَّىِّ  اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أَ نَّھُ قاَلَ ألاََ كُلُّكُمْ رَا عٍ وَكُلُّكُمْ مَسْٔـُ 
وَ مَسْٔـوُ لأْ مِیرُ الَّذِ ي عَلىَ النَّا سِ رَا عٍ وَ ھوَُ مَسْٔـوُلٌ عَنَّ رَ عِیَّتھِِ وَالرَّ جُلُ رَاعٍ عَلىَ أھَْلِ بیَْتھِِ وَ ھُ 

مْ وَ الْعَبْدُ رَاعٍ عَلىَ مَالِ سَیَّدِهِ لٌ عَنْھمُْ واً لْمَرْأَ ةُ رَ اعِیةٌَ عَلىَ بیَْتِ بعَْلھِاَ وَ وَ لدَِهِ وَ ھِيَ مَسْٔـوُ لةٌَ عَنْھُ 
ـٔـوُ لُ عَنْھُ ألاََ فكَُلُّكُمْ رَاعٍ وَ كُلُّكُمْ مَسْـٔـوُ لٌ عَنْ رَعِیَّتھِِ  وَھوَُ مَسْٔ

“masing-masing kamu adalah pemimpin dan masing-masing kamu akan
dimintai bertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpin.seorang raja
yang memimpin rakyat adalah pemimpin, dan ia akan dimintai
pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya. Seorang suami adalah
pemimpin anggota keluarganya, dan ia akan dimintai
pertanggungjawaban terhadap mereka. Seorang istri juga pemimpin bagi
rumah tangga serta anak suaminya, dan ia akan dimintai
pertanggungjawaban terhadap yang di pimpinnya. Seorang budak juga
pemimpin atas harta tuannya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban
terhadap yang di pimpinnya. Ingatlah masingmasing kamu adalah
pemimpin dan masing-masing kamu akan dimintai pertanggungjawaban
atas apa yang dipimpinya. (HR. Bukhari muslim 6/8).31

b. Menegakkan keadilan di dalam kehidupan umat manusia merupakan salah

30Ibid, h. 103
31Muhammad Nashiruddin Albani, Ringkasan Shahih Muslim, (Jakarta: Pustaka Azzam,

2006), cet. Ke-2, h. 8
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satu tujuan yang amat besar, setiap tindakan yang bermaksud menegakkan

keadilan dan meniadakan kezaliman, Islam sangat membolehkan

sebagaimana dalam surat An-Nisa’ ayat 58:









Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu)
apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah member
pengajaran yang sebaikbaiknya ke adamu.Sesungguhnya Allah
adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.32

c. Syariat Islam berusaha keras mencegah terjadinya perbuatan yang

merugikan orang lain, menurut syariat Islam tiap undang-undang

peraturan atau tindakan tidak boleh mengakibatkan terjadinya saling

merugikan antara sesama masyarakat.

b. Hukum Islam membuka pintu luas-luasnya bagi negara untuk

menentukan kebijakan dalam upaya mewujudkan apa yang

dipandangnya sebagai kemaslahatanumum atau untuk menetapkan

peraturan perundang-undangan dan peraturan yang dimaksud adalah

menjamin kemaslahatan umum, atau, mengambil tindakan untuk

mencegah dan menanggulangi gejala-gejala tertentu yang tidak sehat,

asalkan tidak bertentangan dengan nash-nash yang muhkam.

Dalam menghadapi kenyataan adanya perundang-undangan atau

peraturanperaturan yang menjamin pengupahan yang adil bagi kaum buruh,

32Depag RI, op. cit., h. 158
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menjamin kerjasama yang baik antara buruh dan majikan atas dasar landasan yang

mantap, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenang terhadap kaum lemah, tidak

ada golongan yang diperas untuk kepentingan golongan lain.

B. Dasar Hukum Upah

Banyak al-Qur’an dan hadist yang dijadikan argumen oleh para ulama’

untuk kebolehan al-ujrah, adapun landasan al-Qur’an.

a. Dasar hukum ijarah dalam Al-Qur’an adalah:

Surat al-Qasas ayat 26:





Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya bapakku
ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena
Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk
bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat
dipercaya.33

Surat At-Thalaq ayat 6.












Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu
menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan
jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil,
Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka

33Depag RI, op.cit., h. 443
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bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu
untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan
musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan
baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain
boleh menyusukan (anak itu) untuknya.34

b. Dasar hukum ijarah dari Al-hadis adalah:35

أعطو االأ جیر أجر ه قبل انیجف عرقھ

“Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering.(HR.
Riwayat Ibnu Majah)

menguntungkan dalam rangka upaya meningkatkan taraf hidup

bersama baik bagi pengusaha atau pekerja, oleh karena itu tidak

dibenarkan adanya pemaksaan untuk melakukan suatu pekerjaan diluar

ketentuan batas waktu kerja yang telah diatur pemerintah; namun jika

suatu perusahaan membutuhkan tenaga seorang pekerja diluar waktu yang

telah ditentukan, maka berdasarkan hadits diatas seorang pengusaha harus

tnenibantu pekerja tersebut dengan menambah upah yang biasanya ia

terima.

Berdasarkan ketentuan dan hadits diatas maka dapat disimpulkan

bahwa pada dasarnya persoalan upah bukan hanya persoalan yang

berhubungan dengan uang dan keuntungan akan tetapi lebih pada

persoalan bagaimana kita memahami dan menghargai sesama dan tolong-

menolong antara yang satu dengan yang lainnya.

C. Syarat-syarat Pelaksanaan Upah

34Depag RI, Op., Cit., h. 946
35Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 116
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Mengenai penyerahan upah ini secara terperinci dalam Islam telah

memberikan pedoman yaitu selesainya pekerjaan dan mempercepat dalam bentuk

pelayanan atau kesepakatan kedua belah pihak sesuai dengan syarat yaitu

mempercepat pembayaran upah pekerja.

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau

menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka

wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Misalnya orang yang

menyewa suatu rumah untuk selama satu bulan, kemudian masa satu bulan telah

berlalu, maka ia wajib membayar sewaan.

Berdasarkan prinsip keadilan upah dalam. masyarakat Islam ditetapkan

melalui negosiasi antar pekerja pengusaha dan negara, serta pernerintah

mempunyai peran penting dalam penetapan upah agar di antara pihak tidak terjadi

penganiayaan, dalam Islam dijelaskan bahwa antar pekerja dan pengusaha

dilarang berbuat aniaya, keadilan mereka harus ditegakkan.

Pengusaha harus theinbayat pekerja dengaii bagian yang sehaiushya

meteka terima sesuai dengan kerjanya begitu juga pekerja dilarang memaksa

pengusaha untuk membayar melebihi kemampuannya, dalam pelaksanaan

pemberian upah yang merupakan hak pekerja, syariat Islam telah memberikan

pedoman yaitu apabila:

1. Selesai bekerja.

2. Mengalirnya manfaat, jika ijarah untuk barang Apabila terdapat kerusakan

pada ‘ain (barang) sebelum, dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu

yang berlalu, ijarah menjadi batal
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3. Memungkinkan mengalimya manfaat jika masanya berlangsung, ia

mungkin mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi

keseluruhannya.

4. Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan kedua belah

pihak. Ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan ijarah (perjanjian kerja)

yaitu:

a. Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas

kemauan sendiri dengan penuh kerelaan, tidaklah boleh dilakukan

akad ijarah oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas keterpaksaan.

b. Di dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik dari

pihak mu’jir dan mutajir.

c. Sesuatu yang diakadkan harus sesuai dengan realitas, bukan sesuatu

yang tidak berwujud.

d. Manfaat daii sesuatu yang menjadi obyek transaksi ijarah adalah

sesuatu yang mubah.

e. Pemberian upah atau imbalan dalam ijarah berupa sesuatu yang

bemilai yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.36

D. Sistem Pemberian Upah Bagi Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, yang mencari

pekerjaan untuk mendapatkan upah: Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu

melakukan pekerjaan baik di dalam maupun luar hubungan kerja guna

36Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2013), h. 35
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menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.37

Pendapat lain mengatakan bahwa tenaga kerja adalah mencakup penduduk

yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan dan yang

melakukan kegiatan seperti bersekolah, mengurus rumah tangga dan lain-lain.38

Bekerja adalah segala sesuatu usaha atau ikhtiar yang dilakukan seluruh

anggota badan atau fikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas.Dimana para

tenaga kerja itu harus tunduk kepada perintah dan peraturan kerja yang dibuat

oleh atasan atau suatu organisasi yang bertanggung jawab atas lingkungan tempat

kerja.

Adapun hak- hak pekerja itu mencakup :

a. Mereka para pekerja harus diperlakukan sebagai manusia, tidak sebagai

binatang beban.

b. Mewujudkan ketercukupan

c. Kemuliaan dan kehormatan haruslah senantiasa melekat pada mereka.

d. Mereka harus menerima upah yang layak dan segera dibayarkan

e. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.39

Sedangkan kewajiban para pekerja dalatn melakukan pekerjaannya yakni:

a. Kewajiban para tenaga kerja

Adapun kewajiban-kewajiban pekerja di antaranya:

1) Mengetahui hal-hal yang diwajibkan dalam suatu pekerjaan sehingga

orang melakukan pekerjaan dapat memenuhi hal-hal yang diperlukan

37Malayu Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Haji Masaguna, 1994),
h. 45

38Simanjuntak J. Payaman, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia, (Jakarta: 1991),
h. 3

39 Muhammad Shariuf Chaudry, Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 192
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dan ia pun dapat menekuni pekerjaannya dan menyelesaikannya

dengan sebaik-baiknya.

2) Keikhlasan dan ketekunan Dalam Islam baik itu karyawan maupun

para buruh kesemuanya tidak boleh membeda-bedakan pekerjaan yang

khusus untuk dirinya dan pekerjaan yang menjadi tugasnya. Dia

dituntut untuk ikhlas mengerjakan pekerjaannya dan juga diharuskan

untuk bekerja dengan giat dan tekun.

3) Menunaikan janji Hal pekerjaan yang wajib dipenuhi oleh pelaku salah

satunya adalah terpenuhinya syarat-syarat kontrak pekerjaan tersebut

yang telah disetujui bersama dan merupakan hal yang penting dalam

bangun membangun suatu kepercayaan antara kedua belah pihak.

4) Beritiqad baik dalam melakukan aktifitas pekerjaannya

5) Memberikan informasi yang jujur mengenai hal-hal yang berhubungan

dengan transaksi terhadap konsumen.

6) Melayani konsumen dengan adil, jujur, dan diskriminatif

7) Menghindari pemameran kekayaan dan kesombongan.

8) Perlindungan sosial

9) Berusaha mewujudkan keamanan

10) Memfokuskan untuk bekerja

11) Berusaha mewujudkan keamanan.40

Bekerja dalam prakteknya mempergunakan berbagai potensi yang dimiliki

manusia, yaitu potensi fisik seperti badan, otot, panca midra, mata telinga, hidung,

40Jaribah Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar
group), h. 674
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tangan dan mulut, dan menggunakan potensi roahni yaitu akal, hati, naluri dan

tenaga psikologis lainnya. Termasuk didalamnya pengamatan, penelitian dan

sebagainya. Bekerja selanjutnya membut-uhkan berbagai pasilitas pendukungnya

mulai dari tempat nyaman, kearnanan, waktu, alat-alat peraga, alat bantu, ilmu

pengetahuan, teknologi system dan lain sebagainya. Dengan demikian bekerja

pada intinya adalah melakukan aktifitas kebudayaan dalath arti proses, yaitu usaha

atau Upaya. Darimenyangkut tantangan untuk menjawab tantangan yang pada

suatu tahap perkembangan dihadapkan kebudayaan.

Dengan demikian bekerja pada hakikatnya adalah upaya penjelmaan diri

manusia dalam usaha menunjukkan eksistensinya, dalam kehidupan. Tanpa

bekerja eksistensi manusia tidak akan terlibat: Bekerja adalah medan untuk

bereksistensi dan dengan eksistensasi itulah seseorang dapat dinilai prestasinya

dan ditentukan posisinya dalam kehidupan sosial.41

Manusia yang mau bekerja terutama yang telah mencapai usia kerja,

adalah manusia yang tahu akan tanggung jawab bagi kelangsungan hidupnya,

bukan hanya sekkedar mencari nafkah, mealainkan harus pula didasari I’tiqad

baik bahwa dengan jasa-jasa yang telah dijualnya itu dapat pula merupakan

sumbangan untuk turut melancarkan usaha dan kegiatan dalam pengembangan

masyarakat.

Menurut hukum posistif penetapan upah, terdapat berbagai system

pernbayaran upah, pembayaran itu sebagai berikut:

1. Sistem upah jangka waktu

41Azyumardi Azia, Kajian Tematik Al-quran Tentang Kemasyarakatan, (Bandung:
Penerbit Angkasa, 2008), h. 56.
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Menurut sistem pembayaran ini, upah ditetapkan menurut jangka

waktu buruh melakukan pekerjaan, dimana untuk tiap-tiap jam diberikan

upah per jam, untuk tiap saat hari bekerja diberikan upah harian; untuk

upah seminggu bekerja diberikan upah mingguan, untuk setiap bulan

diberikan upah bulanan dan sebagainya. Dalam sistem pengupahan ini,

buruh tidak perlu melakukan pekerjaan dengan tergesa-gesa oleh sebab itu

dampak negative dari sistem ini adalah buruh tidak bekerja dengan giat.

2. Sistem upah potongan

Sistem ini, sering dipakai untuk mengganti system jangka waktu

apabila hasil kerja tidak memuaskan, karena upah ini hanya bisa

diterapkan bila dapat diukur hasil pekerjaan itu dengan ukuran tertentu,

misalnya jumlah banyak, jumlah berat, jumlah luasnya hasil pekerjaan

buruh tersebut. Maka sistem pengupahan ini tidak dapat dipakai pada

suatu perusahaan.

3. Sistem upah pemufakatan

Sistem upah ini pada dasarnya adalah upah potongan yaitu upah

untuk hasil pekerjaan tertentu, misalnya pada pembuatan jalan, pekerjaan

memuat membongkar dan mengankut barang-barang dan sebagainya, tapi

upah ini bukan diberikan kepada buruh masing-masing melainkan kepada

sekumpulan buruh yang telah bersama-sama melakukan pekerjaan itu.

4. Sistem skala upah buruh

Adanya pertalian antara upah dengan harga penjualan hasil

perusahaan. Cara pengupahan seperti ini banyak terdapat pada harga
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pasaran di luar negeri, upah akan naik atau turun menurut naik turunnya

harga barang hasil perusahaan itu. Cara pengupahan seperti ini banyak

terdapat pada perusahaan pertambangan dan pabrik baja di inggris. Dalam

pengupahan ini bisa terjadi perselisihan apabila harga barang terus

menurun yang pada akhirnya mengakibatkan buruh yang sudah terbiasa

dengan gaji yang besar.

5. Upah indeks

Upah indeks adalah upah yang naik turun menurut naik turunnya

indeks biaya penghidupan, tetapi naik turunnya upah ini tidak akan

mempengaruhi nilai riil dan upah.

6. Sistem upah pembagian keuntungan

Maksudnya disamping upah yang diterima oleh buruh pada waktu

tertentu pada system ini, maka pada penutupan buku tahunan bila

perusahaan mendapat keuntungan yang besar kepada buruh diberikan

sebagian dari keuntungan itu.

7. Upah sistem hasil

Dalam sistem hasil, besarnya upah ditetapkan atas kesatuan unit

yang dihasilkan pekerja, seperti Perpotong, meter, liter, dan

kilogram.Besarnya upah yang dibayar selalu di dasarkan kepada

banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu

mengerjakannya.

8. Upah sistem borongan

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang penetapan
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besamya jasa atas volume pekerjaan dan lama mengedakannya. Upah

borongan diberikan sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan

pihak yang memberi pekerjaan sebelum pekerjaan dimulai.

9. Sistem pembagian Keuntungan

Maksudnya di samping upah yang diterima oleh buruh pada waktu

tertentu pada sistem ini, maka pada penutupan buku tahunan bila

perusahaan mendapat keuntungan yang besar kepada buruh di berikan

sebagian dari keuntungan itu.

E. Sistem Upah (Ujrah) dalam Islam

Penentuan upah atau gaji dalam Islam adalah berdasarkan jasa kerja atau

kegunaan atau manfaat tenaga kerja seseorang. Berbeda dengan pandangan

Kapitalis dalam menentukan upah, mereka memberikan Upah kepada seseorang

pekerja dengan menyesuaikannya dengan biaya hidup dalam batas minimum,

mereka akan menambah upah tersebut apabila beban hidupnya bertambah pada

batas minimum. Sebaliknya mereka akan menguranginya apabila beban hidupnya

berkurang, oleh karena itu upah seorang pekerja ditentukan berdasarkan beban

hidupnya tanpa memperhatikan jasa yang diberikan oleh tenaga kerja seseorang

dan masyarakat. Di dalam Islam profesionalisme kerja sangatlah dihargai

sehingga upah seorang pekerja benarbenar didasari pada keahlian dan manfaat

yang di berikan oleh si pekerja itu.

Islam mengakui adanya perbedaan di antara berbagai tingkatan pekerja,

karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan
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penghasilan dan hasil material, dalam al-Qur’an surat an-Nisa ayat 32:









Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah
kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain.
(karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka
usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang
mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-
Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.42

Islam tidak percaya kepada persamaan yang tetap dalam distribusi

kekayaan, karena kemajuan sosial apapun dalam arti yang sebenamya

menghendaki kesempatan sepenuhnya bagi perbedaan upah., Pendekatan Qur’ani

dalam hal penentuan upah berdasarkan perimbangan kemampuan dan bakat ini

merupakan suatu hal yang terpenting yang harus diperhitungkan.43 dalam al-

Qur’an maupun sunnah syarat-syarat pokok mengenai hal ini adalah para majikan

harus memberi gaji kepada para pekerjanya sepenuhnya atas jasa yang mereka

berikan, sedangkan para pekerja harus melakukan pekerjaan mereka dengan

sebaik-baiknya, setiap kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini akan dianggap

sebagai kegagalan moral baik dipihak majikan ataupun pekerja dan ini harus

dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

Disyaratkan dalam setiap transaksi kerja, upah itu harus jelas dengan

bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan berdasarkan keterangan

serta dalil-dalil di atas bahwasannya upah yang layak bukanlah suatu konsesi

42Depag RI., Op., Cit. H. 150
43M .Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana Prenamedia

Group, 2013, h. 118
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tetapi suatu hak asasi.

Kompensasi yang berupa upah boleh saja dibayarkan tunai boleh juga

tidak, upah tersebut juga bisa dinilai dengan harts, uang ataupun jasa. Sebab apa

yang dinilai dengan harga, maka boleh dijadikan sebagai kompensasi baik berupa

materi maupun jasa dengan syarat harus jelas, apabila tidak jelas maka tidak akan

sah transaksi tersebut, pendek kata upah atau gaji haruslah jelas sehingga

menafikkan kekaburan, dan bisa dipenuhi tanpa ada permusuhan, karena pada

dasarnya semua transaksi harus bisa menafikkan permusuhan di antara manusia

dan sebelum kerja harus sudah terjadi kesepakatan tentang gajinya.

Apabila gaji tersebut diberikan dengan suatu tempo; maka harus diberikan

sesuai dengan temponya, apabila gaji disyaratkan untuk diberikan harian, bulanan

atau kurang dari itu ataupun lebih maka gaji tersebut tetap harus di berikan sesuai

dengan kesepakatan tadi. Upah tidak hanya milik sekedar akad; menurut Madhab

Hanafi,mensyaratkan; mempercepat upah dan menangguhkan sah seperti halnya

mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi.

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau

menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu.

Maka wajib dipenuhi sesudah berakhimva masa tersebut, misalnya orang yang

menyewa rumah untuk selama satu bulan kemudian masa satu bulan tersebut telah

berlalu maka ia wajib membayar sewaan, jika akad ijarah untuk suatu pekerjaan

maka kewajiban pembayaran upahnya, pada waktu berakhirnya pekerjaan.

Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan bahwa upah disyaratkan harus:
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1. Berupa harta yang dapat diketahui keberadaanya,44 persyaratan ini

ditetapkan berdasarkan sabda nabi yang artinya “barang siapa

mempekerjakan buruh hendaknya menjelaskan upahnya.

2. Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah seperti menyewa

rumah untuk ditempati dengan upah secara sewa menempati rumah

lainnya, atau mengupah suatu pekerjaan yang serupa. 45

Mengenai perkiraan upah Taqiyudin an-Nabhani menyatakan bahwa

dalam memperkirakan upah hendaknya tidak dikaitkan dengan harga-harga

barang atau biaya dalam berproduksi, karena upah dengan harga itu sendiri

merupakan dua permasalahan yang berbeda ddn beiahgkat dari adanya jtW beli,

sedang upah berangkat dari ijarah, dan juga karena upah itu merupakan

kompensasi dari jasa pekerjaan yang disesuaikan dengan nilai kegunaannya

selama upah tersebut ditentukan di antara keduanya, disamping itu juga

menentukan upah berdasarkan harga atau sebaliknya akan mengakibatkan seorang

pekerja bisa mengendalikan seorang pemberi pekerja dengan menaikkan atau

menurunkan upah seenaknya sendiri dengan alasan turun dan naiknya harga.

Dilain pihak tidak bisa diklaim bahwa pemaksaan seorang pemberi kerja pada saat

memberikan upah yang telah ditentukan dalam kondisi menurunnya harga barang

yang telah dihasilkan akan menyebabkan keluarnya seorang pekerja, yang terjadi

ketika barang dipasaran secara keseluruhan merosot.46

Tenaga kerja manusia tidak dapat dipersamakan dengan barang-barang

modal, manusia adalah manusia bukan benda mati. Meskipun sama-sama

44Zuhaili, Al-Fiqh AI-Islam..., (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007),h. 3822
45lbid, h. 107
46An-Nabhani, Membangun Sistem.... (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), h. 107
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memberikan kontribusi dalam kegiatan produksi; sehingga dalam hal ini memiliki

karakter yang sama dengan barang-barang modal. Namun tenaga kerja tidak dapat

diberlakukan sama seperti barang modal, mereka harus diperlakukan sebagai

manusia secara utuh, tenaga manusia tidak dapat diperjualbelikan sama seperti

barang sehingga ditentukan semata-mata atas dasar harga pasarl demikian dalam

penentuan upah tidak dapat semata-mata ditentukan berdasarkan market wage

serta nilai kontribusi tenaga kerja terhadap produktifitas (value of marginal

product of labour), penentuan upah harus selalu disertai dengan pertimbangan

pertimbangan kemanusiaan, dua aspek inilah yaitu market wage dan kontribusi

terhadap produktifitas serta aspek-aspek kemanusiaan akan membentuk tingkat

upah yang Islami.

Islam juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan secara menyeluruh dalam

situasi pasar bersaing sempurna tingkat upah yang adil (ujrah al-misli) terjadi

pada tingkat market wage (tas’ir fi al- ‘amal) untuk itulah kebijakan upah tingkat

yang adil adalah dengan memperhatikan tingkat upah pasar ini, tetapi ajaran Islam

yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan akan mendorong pemberi kerja

(musta’jir) untuk mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan ini.

Dalam penentuan upah nilai kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi ini

theliputi nilai kerjasama dan tolong menolong, kasih sayang dan keinginan untuk

menciptakan harmoni sosial tingkat market wage pada dasarnya bersifat obyektif,

sementara nilai manusia bersifat subjektif, jadi tingkat upah yang Islami akan

ditentukan berdasarkan faktor obyektif dan subyektif.47

47M.B. Hendrieanto, Pengantar Ekonomi Mikro Islami, (Jakarta: PT. RajaGrafmdo
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Dalam Islam penentuan perkiraan upah disaat pertama kali melakukan

transaksi atau kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus dilakukan diantaranya,

apabila terjadi suatu perselisihan di antara keduanya tentang upah yang ditentukan

maka penentuan perkiraan upah tersebut ditentukan oleh perkiraan para ahli yang

berarti bahwa yang menentukan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai

keahlian untuk menentukan atau menangani upah kerja ataupun pekerja yang

hendak diperkirakan upahnya, dan orang yang ahli menentukan besarnya upah ini

disebut dengan khubara’u.48 Hal ini dilakukan kalau memang di antara kedua

belah pihak belum ada kesepakatan tentang ketentuan upahnya.

Perkiraan upah yang ditentukah oleh pAta ahli tersebut berdasarkan

kesesuaian dengan manfaat jasanya, dimana perkiraan jasanya tidak bersifat paten,

melainkan dengan masa yang telah menjadi kesepakatan, ataupun terkait dengan

pekerjaan yang sepakat untuk dilaksanakan, sehingga bila masanya telah berakhir

ataupun pekerjaannya telah tuntas maka perkiraan upah yang baru bias dimulai

kembali adakalanya ditentukan oleh pihak yang saling melakukan transaksi dan

adakalanya ditentukan oleh para ahli daim menjelaskan upah yang sepadan (ujrah

al-misli).

Dan tingkat upah ini berdasarkan pada tingkat manfaat yang diberikan

oleh pekeda., adapun upah yang disepakati itu bisa dipergunakan untuk masa atau

kurun waktu tertentu misalnya setahun, sebulan, seminggu atau sehari bahkan

perjam, disebabkan tidak dimungkinkannya membatasi atau mengukur tenaga

seseorang dengan takaran yang baku, maka dengan batasan waktu atau jam kerja

Persada, 2007) , h. 228
48Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Wiojajakusuma, Menggagas

BOWS IsImni.(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 194
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itu merupakan takaran yang lebih mendekati pembatasan tprSebut. dan adanya

pembatasan waktu ini adalah untuk memungkinkan mengamati perubahan

manfaat yang diterima setelah periode kontrak perubahan manfaat yang diterima

setelah periode kontrak berakhir, sehingga jika upah sudah tidak sesuai lagi maka

upah yang baru dapat disepakati lagi.49

49Masyhuri (ED), Teori Ekonomi Dalam Islam, (Jakarta: PT. RaJaGrafindo Persada,
2007), h. 195-196


